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PERA’I?URAN WALIKOTA ?EKALONGAN

'NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG |

PEN ETAPAN NOMINAL PAGU UANG PERSEDIAAN

PELAKSANAAN APBD KOTA PEKALONGAN
| TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA PEKALONGAN

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan APBD Kota
Pekalongan Tahun 2008 perlu di atur ketentuan batas jumlah

SPP-UP dan SPP-GU pada masing-masing SKPD ;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas,
Penetapan Nominal Pagu Uang Persediaan Pelaksanaan APBD
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2008 perlu diatur dalam

Peraturan Walikota;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati
Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati

II Batang ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3851):

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

nombr 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang—Undang Nomor |1  Tahun 2004

Perbendahaaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor

43 55?;
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‘Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
(Peraturan Pertmdang-unqqngan (Lembaran Negara Republik
\IndoneSIa Tahun 2004 N?mor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389); I

pndang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangguné Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
{,embaran Negara Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor | 25 Tahun 2004 tentang Sistem
>erencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
ILembaran Negara Repubh]f. Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 ‘Tahun 2004 tentang Pemerintahan
ljaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebaga:ma:eﬁ telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentahg Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggariti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

U?dang—l}ndang Nomior 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten
Daerah 'f‘ingkat i Batang ( Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3381 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negata Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Pcraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuaflgan Daerah (Lembaran Dacrah Nomor 37 Seri D Nomor
32); | | .




Memperhatikan : Pera#uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedogman Pengelolaan Keuangan Daerah.

\‘.‘ MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN NOMINALI PAGU UANG PERSEDIAAN
PELAKSANAAN APBD liltOTA PEKALONGAN TAHUN
ANGhARAN 2008. Il
I
v: i(E’i‘EN’ITUAN UMUM
| P‘Psdl 1

Dalam}k:eraturan Walikota ini ya{lg dimaksud dengan :
1.

ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana kehangan tahtinan Pemerintahan Kota
P%kalongan yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Kota Pekalongan dan DPRD Kota Pekalongan, dan
dﬁtetapkan dengan peraturani daerah ;

2. Satuan Kerjd Petangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD  adalah perangkat | daerah pada Pemerintdh Kota
kalongan selaku pengguna anggaran/pengguna barang ;

3. 94 1 Ketja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
di ingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemetintah
Kota Pekalongan selaku pengguna anggaran/pengguna barang,
yang juga melaksahakan pengelolaan keuangan daerah ;

4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

ilah dokurhen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggiing

ab atas pelaksdhaan keglatan/bendahara pengeluardn untuk
md[hga_]ukan perntiritaan pembayaran ;

5. SPP Uang Persediaan yang selanjuthiya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengelusran
uhtuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dergan
pembayaran langsung ;

6.  SPP Ganti Uang Persediaan yang selarijutnya disingkat SPP- GU
ac\alah dokumen yang dlajukan oleh bendaharan pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung :

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD ;

8.  Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
dlSlqgkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2I? atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dlpc akan sebagai uang persediaan untuk mendanai

kegla{tan '
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9. kl Surat Perintah Mernbapwar Ganti Uang Persediaan yang
'selanjutnya  disingkat LSPM—GU adalah dokumen yang

\diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

luntuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD

'ya.ng dananya dlpergun untuk mengganti vang persediaan
lyang telah dibelanjakan ;

10. Surat Perintah Pencairan ana yang selanjutnya dlSiﬂgkd.t SP2D
hdalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
?rang diterbitkan oleh BU[? berdasarkan SPM.
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NOMINAL U& PERSEMAAN
ﬁ P#':s'al 2

(1) Penentuan besaran atau non:nnal Pagu Uang Persediaan setiap
Satilan Kerja Perangkat Daarah ditentukan berdasarkan gumlah
pa anggaran belanja langsung dikurangi belanja modal masing-

sing SKPD yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2008 ;

() lntt#val uang persediaan dikelomipokkan dalam 4 kelomipok
Jumiah pagu anggaran masing-masing SKPD
|

‘! Pasal 3

(1) Pengelompokah jumlah pagu anggaran SKPD sebagaimana Pasal
2 ayat (2) adaldh sebagai berikut:

a. l;’agu anggdtah sampai dengan Rp 500.000.000,00

b. Pagu anggaran lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan
Rp 1.000.000.000,00

c. Pagu anggdtan lebih dari Rp 1.000. 000.000,00 sampai defigan
Rp 2.000.000.000,00

d. Phgu anggetah diatas Rp 2.000.000.000,00

(2) Besarnya jumlah uang persediaan masing-masing SKPD sebagai
rikut:
a. Pagu anggaran sampai dengan Rp 500.000.000,00 sebesar
1/12  dari pagu anggaran atau setinggi-tingginya
Rp 50.000.000,00

b. Pagu anggaran lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan
Rp 1.000.000.000,00 sebesar 1/16 dari pagu anggaran atau
seifinggi-tingginya Rp 75.000.000,00

c. Pagu anggaran lebih dari Rp|1.000.000.000,00 sampai dengan
Rp 2.000.000.000,00 sebesar 1/18 dari pagu anggaran atau
setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00

d. Pa%u anggaran diatas Rp 2.000.000.000,00 sebesar 1/24 dari
pa%u anggaran atau setinggi-tingginya Rp 200.000.000,00

i




(3) fformulam penetapan besqran uang persediaan yang dijadikan
pl“edoman bagi masing-masing SKPD adalah :

a, Formulasi proporsn, xaltu apabila pagu anggaran dikalikan

proporsi sesuai ketentuan berjumlah lebih kecil atau sama

| dengan pagu setmggl—tmggmya uang persediaan, dibulatkan
| keatas dalam jutaan rupiah

b. Formulasi pagu se ggl-tmggmya yaitu apabila pagu

| anggaran dikalikan pro 01'51 sesuai ketentuan berjumlah lebih

. besar dari pagu setlnggl-tmgglnya uang persediaan

(4) P u Definitif adalah besaran uang persediaan yang disediakan
dan ditetapkan walikota unl dijadikan pedoman bagi masing-

me'%sing SKPD. |
(5) Pagu Definitif ~ uang pcrsedlaan masing-masing SKPD
seﬁaga.lmana terlampir. I
| !
| BAB III
PENUTUP
ﬂ Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Sgtlap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan
Peratur@n Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Pé‘ka]ongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2008

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD
Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 2

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Assisten Administrasi

-

Ir.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 032 316
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Lampiran :

Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor
Tanggal

: 2 Tahun 2008
: 3 Januari 2008

II’«J!ASING SKPD TAHUN ANGGARAN 2008

PAGU
KODE URUSANIPEMERINTAHANAN DAERAH ||| ANGGARAN PROPORS! |PAGU DEFINITIF
; | (BL-BM)
1 2 | 3 4 5
\
1.01.1.01.01  |Dinas Pendidikan || 23,896,979,850.00 995,707,493.75 200,000,000.00
1.01.1.01.02 |Badan Arsip Data Elektronik dan Perpusda || | 1,479,526,000.00 82,195,888.89 82,000,000.00
1.01.1.01.03 |SMPN 1 Bl 8 NE i 162,788,000.00 13,565,666.67 14,000,000.00
1.01.1.01.04 |[SMPN 2 i Il 138,824,000.00 11,568,666.67 12,000,000.00
1.01.1.01.05 [SMPN3 i 121,361,000.00 10,113,41667 | 10,000,000.00
1.01.1.01.06 |SMPN4 ry | 402,338,500.00 33,528,208.33 34,000,000.00
1.01.1.01.07 |SMPN 5 P Il 129,454,000.00 10,787,833.33 11,000,000.00
1.01.1.01.08 |SMPN 6 | 161,125,000.00 13,427,083.33 13,000,000.00
1.01.1.01.09 |SMPN7 148,963,000.00 12,413,583.33 12,000,000.00
1.01.1.01.10 [SMPN 8 | 150,478,000.00 12,539,833.33 13,000,000.00
11.01.1.01.11 SMPN 9 ol 110,391,500.00 9,199,291.67 9,000,000.00
1.01.1.01.12 |SMPN 10 i | 243,428,000.00 20,285,666.67 20,000,000.00
1.01.1.01.13 |SMPN 11 || 131,072,000.00 10,922,666.67 11,000,000.00
1.01.1.01.14 |SMPN 12 o ‘, 303,618,300.00 25,301,525.00 | 25,000,000.00
1.01.1.01.15 [SMPN 13 A | 157,074,000.00 13,089,500.00 13,000,000.00
1.01.1.01.16 [SMPN 14 || 168,030,000.00 14,002,500.00 14,000,000.00
1.01.1.01.17 |SMPN 15 || 108,105,500.00 9,008,791.67 9,000,000.00
1.01.1.01.18 |SMPN 16 ‘ 128,023,600.00 10,668,633.33 11,000,000.00
1.01.1.01.19 |SMPN 17 L || 131,440,000.00 10,953,333.33 11,000,000.00
1.01.1.01.20 [SMAN 1 | 1| 207,764,000.00 17,313,666.67 ~17,000,000.00
1.01.1.01.21 |SMAN 2 1 ]IT 195,714,000.00 16,309,500.00 | 16,000,000.00
1.01.1.01.22 [SMAN 3 | 1l 201,138,000.00 16,761,500.00 | 17,000,000.00
1.01.1.01.23 [SMAN 4 - = | 204,626,000.00 17,052,166.67 17,000,000.00 |
1.01.1.01.24 |SMKN 1 1 |1 247,824,000.00 20,652,000.00 20,000,000.00
1.01.1.01.25 |SMKN 2 I .. | || | 396,433,000.00 33,036,083.33 33,000,000.00
1.01.1.01.26 |SMKN 3 { | 389,266,000.00 32,438,833.33 32,000,000.00
1.02.1.02.01 |Dinas Kesehatan|Kota i G ,675,470,000.00 278,144,583.33 200,000,000.00 |
1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum || 16,531,902,000.00 272,162,583.33 200,000,000.00
1.03.1.05.01 |Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup | 5,354,089,900.00 223,087,079.17 | 200,000,000.00 |
1.06 . 1.06.01 Bappeda _" 5,139,458,600.00 214,144,108.33 | 200,000,000.00
1.07.1.07.01 |Dinas Perhubungan i | 1 1,667,452,00000 [  92,636222.22 |  93,000,000.00
1.10.1.10.01  |Kantor Kependudukan dan Capil | 1,131,420,000.00 62,856,666.67 [  63,000,000.00 |
1.13.1.13.01  |Kantor Kesejahteraan Sosial il | 1,165,266,800.00 64,737,044.44 65,000,000.00
1.13.1.14.01 |Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,478,314,000.00 | 82,128,555.56 82,000,000.00
1.15.1.15.01 |Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1,671,350,000.00 92,852,777.78 93,000,000.00
1.15.1.15.02 |Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima '1,877,322,670.00 104,295,703.89 100,000,000.00
1.17.1.17.01  [Kantor Pariwisata dan Kebudayaan 821,533,476.00 51,345,842.25 51,000,000.00
1.19.1.19.01 |Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas 12,221,180,000.00 [  92,549,166.67 93,000,000.00
1.19.1.19.02 [Kantor Satuan Pollbl Pamong Praja | 11,064,133,00000|  59,118,500.00 |  59,000,000.00
1.20.1.20.01 |DPRD DS [ T A T
1.20.1.20.02 |[KDHdanWKDH | gy 0.00 ~000] ~0.00
1.20.1.20.03 [Sekretariat Daerah o M ' ]
a. Bagian Pemermtahan 1,739,233,000.00 96,624,055.56 97,000,000.00
b. Bagian Kepegawalan 4,587,299,000.00 191,137,458.33 191,000,000.00
c. Bagian Humas Y] 741,283,000.00 46,330,187.50 46,000,000.00
d. Bagian Kesra | | 3334,061,00000]  138,919,208.33 |  139,000,000.00 |
e e. Bagian Umum | DL 13,506,425,001.00 | 562,767,708.38 [  400,000,000.00
f. Bagian Aset | | 157551800000 |  87528,777.78 |  88,000,000.00
g.Bagian Organisasi 11336,595,000.00 | 28,049,583.33 |  28,000,000.00
' h. Bagian Hukum | R N 419,085,000.00 34,923,750.00 35,000,000.00
[ i. Bagian Minbang | 207,200,000.00 17,266,666.67 17,000,000.00
j. Bagian Perkonon‘plan | 740,888,000.00 46,305,500.00 46,000,000.00
k. Bagian Keuangan 2,868,713,000.00 119,529,708.33 120,000,000.00
1.20.1.20.04 |Sekretariat DPRD | 5,388,573,000.00 224,523 ,875.00 200,000,000.00
1.20.1.20.05 |Badan Pengawas Daerah Sk I 1949,320,00000 [ 59,332,500.00 | 59,000,000.00
1.20.1.20.06 |Kecamatan Pekalongan Utara 1,062,494,000.00 60,138,555.56 | 60,000,000.00
1.20.1.20.07 |Kecamatan Pekalongan Selatan 979,147,000.00 61,196,687.50 |  ©1,000,000.00
1.20.1.20.08 |Kecamatan PekalonganBarat [ 17253590,480.00 69,64391556 | 70,000,000.00
1.20.1.20.09 |Kecamatan Pekalongan Timur 1,154,325,400.00 | 64,129,188.89 |  64,000,000.00
1.20.1.20.10 Dinas Pendapatan Daerah 1,899,522,000.00 105,529,000.00 | 100,000,000.00 00
1.20.1.20.11 Dinas Pelayanan Terpadu/dan Penanaman Modal 691,222,000.00 43,201,375.00 |  43,000,000.00 |
1.22.1.22,01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB 3,835,715,500.00 159,821,479.17 160,000,000.00 |
2.01.2.01.01 Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan 3,086,235,940.00 128,593,164.17 129,000,000.00
117,@1.123,017.00 15,508,394,511.32 |  4,328,000,000.00
":
!‘ WALIKOTA PEKALONGAN
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